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PUTUSAN
Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Lt
ZARE DY 2
4—@"))5;’3&4”55&———7&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT BINTI -, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, -, umur 25

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT BIN -, tempat dan tanggal lahir -Il, -, umur 26 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di -ll, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi
Bengkulu, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register
perkara Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Empat Lawang,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 16
Februari 2022;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan
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Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 5 bulan, setelah menikah

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di

Desa -2, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Bengkulu sampai dengan

berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan ba’da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat

dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari
dibebankankepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuanala
sanyang jelas;

4.3. Tergugat sering minum-minuman keras;

4.4. Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti
menampar Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10

Mei 2022 Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat agar Tergugat

tidak malas bekerja tetapi Tergugat tidak mendengarkan arahan dari

Penggugat tersebut melainkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan telah

berpisah selama 2 tahun 2 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah

orangtua Tergugat di Desa -2, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Bengkulu

dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -,

Kecamatan -, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan

selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
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untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang lain, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 02 Agustus 2024 dan
Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 20-01-2-23
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan -, Kabupaten Empat
Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor -, tertanggal 16 Februari 2022.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1, Saksi 1, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten

Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Desa -2, Kecamatan -, Kabupaten -,
Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah sampai dengan berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah
itu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saya sering mendapat aduan dari Penggugat
tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai
sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa yang meninggalalkan rumah adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat;

2, Saksi 2, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,

Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Desa -2, Kecamatan -, Kabupaten -,
Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah sampai dengan berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah
itu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saya sering mendapat aduan dari Penggugat
tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai
sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa yang meninggalalkan rumah adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir
dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan
ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah
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menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan
tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali
persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk
bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan
tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
bulan Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan :

1. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari
dibebankankepada Penggugat;

2. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuanala sanyang
jelas;

3. Tergugat sering minum-minuman keras;

4. Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti
menampar Penggugat;
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B4

Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2022
sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan selama pisah
rumah sudah tidak saling perdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
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dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Februari
2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim
berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti
saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan paman
Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, saksi
pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak pernah secara langsung
melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi
hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi telah menyaksikan langsung
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih
2 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi
Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan
testimonium de auditu, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak
melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat
telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu, maka oleh karenanya
bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwva mana
merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat,
maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat
sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat
materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih majelis hakim menjadi pertimbangannya,
yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang
hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat
jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang
diambil alih majelis hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa
saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan
menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas
terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;
Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa,
sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal
26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang
menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri
tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang
diambil alih Majelis Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan
suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah
merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis
Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai
batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili gugatan Penggugat dan
keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah
diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-
fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 16 Februari 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan -, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 16
Februari 2022;
2. Bahwa sejak awal bulan Maret 2022 antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari
dibebankankepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam
hari tanpa tujuanala sanyang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras
dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti
menampar Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya
sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, tepatnya
sejak tanggal 10 Mei 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4, Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan
batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2
bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah

tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan,

barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan
siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;
Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan

dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada
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isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu
as Sunnah, Juz ll, halaman 470:

o) sz 8 rinsll plss ase gl Y Lo L ol o] a29 )l casol I3)
asl aallo oiolall Lgallay s $opaill riolall o alles O

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai,
maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah
hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan
dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1)
R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Mardani
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.l dan Kuala Akbar
Andalas, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.l sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I Kuala Akbar Andalas, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S,H.I
Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP

a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
a. Panggilan PertamaPdanT :Rp 20.000,00
b. Redaksi ‘Rp 10.000,00

c. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses 'Rp 80.000,00
3. Panggilan :Rp 710.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :Rp 205.000,00
1. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
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